
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 116 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG 
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN CUTI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan proses administrasi pemberian 
cuti, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai 
Negeri Sipil perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/ 
Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



2 

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri 
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1861); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG 
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN 
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan 
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72006), diubah sebagai 
berikut : 

1. Pasal 3 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 3 

(1) PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) 
tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. 

(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja. 

(3) dihapus. 

2. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 20A 

(1) Dalam hal yang mendesak, cuti yang akan dijalankan 
di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1), dapat diberikan izin sementara oleh Kepala SKPD. 

(2) Format surat izin sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Gubernur mi. 

(3) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) segera diberitahukan kepada Gubernur melalui 
BKD untuk diberikan hak atas cuti kepada PNS yang 
bersangkutan. 
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3. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 22A 

(1) Semua jenis cuti yang menjadi kewenangan Gubernur dapat 
diberikan persetujuan secara koiektif. 

(2) Persetujuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diproses oleh BKD. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Oktober 2019 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES BASWEDAN 
Diundangkan di Jakarta 
pada tangggal 22 Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2019 NOMOR 72034 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

YA AN YUHANAH 
NIP 196508241994032003 



Lampiran : Peraturan Gubernur Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Nomor 116 TAHUN 2019 
Tanggal 14 Oktober 2019 

Jakarta, 	  

IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI 

NOMOR 

1. Diberikan izin sementara untuk melaksanakan cuti kepada Pegawai Negeri 
Sipil : 

Nama 
NIP 
Pangkat/ Golongan Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

Selama 	 hari, terhitung mulai tanggal 	 sampai dengan tanggal 
	 dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Sebelum menjalankan cuti, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada 
atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk. 

b. Setelah selesai menjalankan cuti, wajib melaporkan din i kepada atasan 
langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa. 

2. Demikian izin sementara melaksanakan cuti ini dibuat untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 

KEPALA SKPD, 

NIP 	  

Tembusan : 

1. Gubernur DKI Jakarta 
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES BASWEDAN 
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